
BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR !(- TAHUN 20LL

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN ZOLO TENTANG PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN

BELANIA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGAMN 2011

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi lawa Tengah Nomor 11 Tahun z0l0 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ZOIL, maka
perlu segera menetapkan landasan operasional
pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubdhan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran z}lL;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi |awa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19Bs
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 3372) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor L2 Tahun Lgg4 tentang pujak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lgg4
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tggg tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun lggg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. undang-undang Nomor lr rahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo:
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aZB6);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3B9);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung fawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42L);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aBa{;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
!26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50a3);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

L3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan PimpinAn dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7L2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);

,/



15.

16.

1.7.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

l-8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20t0
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor !39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 'l'40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
l-58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a587);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5BB);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Fengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun



2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7&
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aB55);

26. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46t4);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 4t Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTal);

29. Peraturan Pemerintah Nomor t9 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aB26);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a972);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20t0 tentang Pengadaan
B ar ang / | asa Pemerintah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keudngan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007
Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 5J;
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung flembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan |angka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor LL Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
P erwakilan Ral<yat D aerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 15);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor L6);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 1B);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

t/



48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 21J;

49, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Z Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2073 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

5L. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame flembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 20L0 Nomor 2);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2070 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabubpaten Temanggung Tahun Anggaran 2OLL [Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Z0l0 Nomor 10);

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3z rahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran Z0l!;

55. Peraturan Bupati remanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20LL fBerita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2010 Nomor 53); '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ' PERUBAHAN ATAS
PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 5i TAHUN ZOLO

ffiXfi:X^;IX"iIIffiX, 
^$T;fffi},#NDAPATAN 

DAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun

20t0 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 20tt fBerita Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2010 Nomor 53), pada Pos Dinas Pekerjaan Umum Kelompok Belanja

Langsung diubah sebagaimana tersebut dalam lan{piran yang merupakan

lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2/ .JArsuaUl .eorf

SEKDA 4
,ffit|', J,

KABAG HUKUM

Diundangkan di Temanggung
padatanggal 4 {Auua; 

. 
fuu

SEKRETARIS DAEMH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BERITA DAEMH IGBUPATEN TEMANGGUNG TAHUN TOLL NOMOR lL

BUPATI Tff\,IANGGUNG,

HAS, *{

6

BAMBANG AROCHMAN
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